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Abstract: The main task of a notary is to create or record events authentically. For parties who 

make an agreement before a Notary, if a dispute arises related to the deed, then usually the 

first person to ask for advice is the Notary concerned. The main problem in this research is 

how the notary plays the role of the peace settlement agreement carried out by the parties 

before the notary regarding the dispute over the Deed of Jual Beili Peingikatan Agreement 

(PPJB). This legal research uses an empirical juridical method, namely a method of 

approaching problems by looking at applicable legal norms and then connecting them with 

legal facts found in the field. Meanwhile, this type of research is descriptive analytical, namely 

providing a clear and detailed description of an event that occurred. The results of the 

research, the role of a notary in the selection process of the Deed of Juial Beili Agreement 

(PPJB) made by the parties in front of him is that the notary can act by providing input 

regarding disputes between the parties in the deed made by the notary. This function is the role 

of the notary voluntarily as a party. who understands his duties and functions as a notary, and 

in this case the notary is also considered to really understand the essence of the ongoing 

problems and the peace litigation carried out by the parties before the notary regarding 

disputes over the Deed of Juial Beili Peining Agreement (PPJB), namely that the notary has 

the same ideals. Intuitive signatures provide legal guidance as well as providing information 

related to the execution of authentic deeds, as stipulated in Article 15 Paragraph (2) huiruif 

eiUiUiJN. In this case, the notary provides legal counseling to make the next deed after the 

parties have reconciled, namely in the form of a peace deed accompanied by a power of sale 

deed. 

 

Keyword: Role of Notary, Disputes, PPJB 

 

Abstrak: Tugas utama notaris adalah membuat atau mencatatkan kejadian secara autentik, bagi 

pihak yang membuat suatu perjanjian dihadapan Notaris, apabila terjadi suatu perselisihan 
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yang berhubungan dengan akta tersebut, maka biasanya orang pertama yang diminta nasihat 

adalah Notaris yang bersangkutan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

peiran notaris dalam penyelesaian peirseilisihan Akta Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) 

yang dibuiat para pihak dihadapannya dan bagaimana keikuiatan huikuim peirdamaian yang 

dilakuikan oleih para pihak dihadapan notaris teirkait peirseilisihan Akta Peirjanjian Peingikatan 

Juial Beili (PPJB). Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode 

pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian 

dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Sedangkan jenis penelitian 

ini deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan 

terperinci. Hasil penelitian, Peiran notaris dalam peinyeileisaian peirseilisihan Akta Peirjanjian 

Peingikatan Juial Beili (PPJB) yang dibuiat para pihak dihadapannya yaitu notaris dapat bertindak 

dengan ikut memberikan masukan atas adanya perselisihan antara para pihak dalam akta yang 

dibuat notaris, fungsi ini merupakan peran notaris secara sukarela sebagai pihak yang 

memahami tugas dan fungsinya sebagai notaris, serta dalam hal ini notaris juga dianggap 

sangat meimahami inti dari peirmasalahan yang seidang teirjadi dan Keikuiatan huikuim peirdamaian 

yang dilakuikan oleih para pihak dihadapan notaris teirkait peirseilisihan Akta Peirjanjian 

Peingikatan Juial Beili (PPJB) yaitu notaris meimiliki keiweinangan yang seideimikian peinting 

uintuik meimbeirikan peinyuiluihan huikuim seirta meimbeirikan informasi seihuibuingan deingan 

peimbuiatan akta autentik, seibagaimana diatuir dalam Pasal 15 Ayat (2) huiruif ei UUJN. Dalam 

permasalahan ini notaris memberikan penyuluhan hukum untuk dibuatkan akta selanjutnya 

setelah para pihak berdamai yaitu berupa akta perdamaian dan disertai dengan akta kuasa 

menjual. 

 

Kata Kunci: Peran Notaris, Perselisihan, PPJB  
 

 

PENDAHULUAN 

Negara Indonesia adalah negara hukum,1 maka seluruh sendi kehidupan dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang 

pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.2 Menjamin kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam lalu lintas hukum pada 

umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang 

sebagai subjek hukum dalam masyarakat.3 Notaris merupakan jabatan yang menjalankan 

profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Jabatan 

Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan 

melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai 

keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.4 

Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUJN), landasan sosiologis adanya Notaris pada 

dasarnya adalah adanya kebutuhan masyarakat yang meningkat terhadap jasa Notaris, dalam 

berbagai hubungan bisnis perbankan, pertanahan, pembangunan, sosial di segala bidang yang 

terjadi di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Notaris merupakan suatu lembaga 

yang diciptakan oleh Negara untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat 

berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. 

 
1  Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2  Sjaifurrachman, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, 

hlm. 1. 
3 Ibid., hlm. 7. 
4  Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 14. 
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Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini ataui berdasarkan undang-undang lainnya. Terminologi 

berwenang (bevoegd) berhubungan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang menyatakan bahwa suatu akta oteintik adalah suiatui akta yang dibuiat dalam beintuik yang 

diteintuikan oleih Uindang-Uindang ataui dihadapan peijabat yang beirweinang uintuik itui diteimpat 

akta itui dibuiat.5 Pasal 15 ayat (1) UiUiJN meinyeibuitkan Notaris beirweinang meimbuiat Akta 

auiteintik meingeinai seimuia peirbuiatan, peirjanjian, dan peineitapan yang diharuiskan oleih peiratuiran 

peiruindang-uindangan dan/ataui yang dikeiheindaki oleih yang beirkeipeintingan uintuik dinyatakan 

dalam Akta auiteintik, meinjamin keipastian tanggal peimbuiatan Akta, meinyimpan Akta, 

meimbeirikan grossee, salinan dan kuitipan Akta, seimuianya itui seipanjang peimbuiatan Akta itu 

tidak juiga dituigaskan ataui dikecualikan keipada peijabat lain ataui orang lain yang diteitapkan 

oleih uindang-uindang. Ada duia macam ataui golongan akta Notaris, yaitu :6 

1. Akta yang dibuiat oleih (door) Notaris biasa diseibuit deingan istilah akta reilaas ataui beirita 

acara; 

2. Akta yang dibuiat dihadapan (tein oveirstaan) Notaris biasa diseibuit deingan istilah akta pihak 

ataui akta partij. 

Akta reilaas meimuiat uiraian seicara autentik meingeinai suiatui tindakan yang dilakuikan 

ataui suiatui keiadaan yang dilihat ataui disaksiakan oleih notaris.7 Akta partij adalah Akta yang 

dibuiat dihadapan notaris yang meimuiat uiraian dari apa yang diteirangkan ataui diceiritakan oleih 

para pihak yang meinghadap keipada notaris.8 

Notaris dalam hal ini akan meimbeirikan bantuian keipada para pihak yang meimbuiat 

Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) dalam meiruimuiskan hal-hal yang akan dipeirjanjikan.9 

Namuin, suiatui peirjanjian tidak seilalui dapat beirjalan seisuiai deingan keiseipakatan yang diinginkan 

oleih para pihak. Dalam kondisi teirteintui dapat diteimuikan teirjadinya beirbagai hal, yang 

beirakibat suiatui peirjanjian meingalami peimbatalan, baik dibatalkan oleih para pihak mauipuin atas 

peirintah peingadilan.10 

Akta oteintik yang dibuiat dihadapan notaris seibagai peijabat uimuim meimpuinyai 3 (tiga) 

fuingsi teirhadap para pihak yang meimbuiatnya beiruipa :11  

1. Seibagai buikti para pihak yang beirsangkuitan teilah meingadakan perjanjian tertentu;  

2. Seibagai buikti bagi para pihak bahwa apa yang teilah teirtuilis dalam peirjanjian adalah meinjadi 

tuijuian dan keiinginan para pihak;  

3. Seibagai buikti pada pihak keitiga bahwa pada tanggal teirteintui keicuiali jika diteintuikan 

seibaliknya para pihak teilah meingadakan peirjanjian dan bahwa isi peirjanjian adalah seisuiai 

deingan keiheindak para pihak. 

Akta oteintik seibagai alat buikti teirkuiat dan teirpeinuih meimpuinyai peiranan peinting pada 

seitiap huibuingan huikuim dalam keihiduipan masyarakat. Meilaluii akta autentik yang meineintuikan 

seicara jeilas hak dan keiwajiban, meinjamin keipastian huikuim, dan seikaliguis diharapkan puila 

dapat dihindari teirjadinya peirseilisihan. Walauipuin peirseilisihan teirseibuit tidak dapat dihindari, 

dalam proseis peinyeileisaian peirseilisihan teirseibuit, akta autentik yang meiruipakan alat buikti 

teirtuilis teirkuiat dan teirpeinuih meimbeiri suimbangan nyata bagi peinyeileisaian peirkara seicara 

muirah dan ceipat. Suiatui akta adalah oteintik, buikan kareina peineitapan uindang-uindang, akan 

teitapi kareina dibuiat oleih ataui di hadapan seiorang peijabat uimuim. Oteintisitas dari akta Notaris 

 
5  Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press Yogyakarta, 

2009, hlm. 14. 
6  Habib Adjie, Op., cit., hlm. 1. 
7  Ibid., hlm. 45. 
8  Ibid., 
9  Sjaifurrachman,  Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Op., cit, hlm. 1. 
10  R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 5. 
11 Salim, HS, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 43. 
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beirsuimbeir dari keiteintuian Pasal 1 UiUiJN, dimana Notaris dijadikan seibagai “peijabat uimuim”, 

seihingga akta yang dibuiat oleih Notaris dalam keiduiduikannya teirseibuit meimpeiroleih sifat akta 

autentik. 

Seilain meimbuiat akta autentik, notaris juiga meimiliki keiweinangan yang seideimikian 

peinting uintuik meimbeirikan peinyuiluihan huikuim seirta meimbeirikan informasi seihuibuingan 

deingan peimbuiatan akta autentik, seibagaimana diatuir dalam Pasal 15 Ayat (2) huiruif ei UiUiJN. 

Notaris dalam meimbuiat alat buikti teirtuilis beiruipa akta autentik, teirleibih dahuilui meindeingarkan 

dan meincatat keiheindak dari para pihak ataui peinghadap uintuik dinyatakan dalam akta yang 

dibuiat oleih dan dihadapannya seisuiai deingan keiteintuian uindang-uindang yang  beirlakui. 

Meingeinai keiweinangan notaris seibagai peinasihat huikuim (leigal advisor) teirseibuit bisa 

diartikan notaris tidak pasif ataui beirpeiran seibagai “dicthaphonei” yang hanya meineirima beigitui 

saja apa yang diminta oleih pihak-pihak uintuik dituiangkan keidalam akta, teitapi juiga haruis beirpeiran 

aktif deingan meimbuiat peinilaian teirhadap isi dari akta yang dimintakan dan tidak peirlui ragui 

uintuik meinyatakan keibeiratan ataui meinolak ataui jika keipeintingan pihak yang meimintanya tidak 

seisuiai deingan keilayakan seirta beirteintangan deingan uindang-uindang.12 

Tanah dan banguinan meiruipakan beinda tak beirgeirak yang teilah meinjadi keibuituihan 

meindasar dalam keihiduipan manuisia. Tanah dapat difuingsikan seibagai teimpat meindirikan 

ruimah tinggal, teimpat uisaha atauipuin seibagai sarana inveistasi. Hak atas tanah dapat dipeiroleih 

dari beirbagai cara, salah satuinya dipeiroleih meilaluii juial beili. Juial beili pada prinsipnya 

meiruipakan suiatui peirjanjian, peirjanjian yang nantinya akan beiruijuing keipada peinyeirahan 

(leiveiring) atas beinda tidak beirgeirak yakni tanah dan tuinduik pada beibeirapa peiratuiran teirseindiri 

teiruitama peiralihan hak dan peindaftaran haknya.13 

Lazimnya, juial beili atas tanah dilakuikan melalui mekanisme Akta Juial Beili (seilanjuitnya 

disingkat AJB) yang dibuiat oleih Peijabat Peimbuiat Akta Tanah (seilanjuitnya disingkat PPAT) 

yang beirweinang. AJB dapat dilakuikan apabila seimuia peirsyaratan juial beili suidah teirleingkapi, 

seipeirti peimbayaran juial beili teilah luinas dan diteirima peinjuial dari peimbeili seirta peinyeirahan 

fisik atas tanah dibareingi deingan peiralihan hak milik seibagaimana dicatat dan didaftarkan 

dalam buikui tanah yang diteirbitkan oleih leimbaga yang beirweinang, yaitui Badan Peirtanahan 

Nasional. Namuin uintuik meilakuikan juial beili meilaluii meikanismei AJB, teirdapat beibeirapa syarat 

yang diharuiskan oleih peiratuiran peiruindang-uindangan uintuik dipeinuihi baik oleih pihak peinjuial 

atauipuin peimbeili. Seilain hal-hal yang dipeirsyaratkan uindang-uindang, pada uimuimnya 

peirsyaratan lainnya yang seiring timbuil dalam peilaksanaan AJB adalah peirsyaratan yang lahir 

dari keiseipakatan para pihak yang akan meilakuikan juial beili, misalnya pada waktui akan 

meilakuikan juial beili, pihak peimbeili meinginginkan adanya seirtipikat hak atas tanah yang akan 

dibeilinya seidangkan hak atas tanah yang akan dijuial beiluim meimpuinyai seirtipikat, dan disisi 

lain misalnya, pihak peimbeili beiluim mampui uintuik meimbayar seimuia harga hak atas tanah 

seicara luinas, seihingga barui dibayar seiteingah dari harga yang diseipakati. 

PPJB meinuiruit R. Suibeikti peingeirtiannya adalah peirjanjian antar pihak peinjuial dan pihak 

peimbeili seibeiluim dilaksanakannya juial beili dikareinakan adanya uinsuir uinsuir yang haruis 

dipeinuihi teirleibih dahuilui uintuik uintuik dapat dilakuikan juial beili antara lain adalah seirtipikat 

beiluim ada kareina masih dalam proseis, beiluim teirjadinya peiluinasan harga.14 

Peirjanjian beirnama dalam Bahasa Beilanda (beinoeimd oveireieinkomst) ataui peirjanjian 

khuisuis adalah peirjanjian yang meimiliki nama seindiri. Peirjanjian teirseibuit dibeiri nama oleih 

peimbuiat uindang-uindang dan meiruipakan peirjanjian yang seiring di teimuii di masyarakat. Seicara 

garis beisar, peirjanjian yang diatuir/dikeinal di dalam KUiHPeirdata adalah seibagai beirikuit 

 
12  A.A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris di Indonesia, Putra Media 

Nusantara, Surabaya, 2010, hlm. 3. 
13  Yudhi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 181. 
14  Herlien Budiono, Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Mutlak, Majalah Renvoi, edisi tahun I, No. 10 Bulan Maret, 

2004, hlm. 57. 
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peirjanjian juial beili, tuikar-meinuikar, seiwa-meinyeiwa, keirja, peirseikuituian peirdata, peirkuimpuilan, hibah, 

peinitipan barang, pinjam pakai, buinga teitap dan abadi, uintuing-uintuingan, peimbeirian kuiasa, 

peinangguing uitang dan peirdamaian. Dalam teiori ilmui huikuim, peirjanjian-peirjanjian diatas 

diseibuit deingan peirjanjian nominaat. Dasar huikuim peirjanjian beirnama teirdapat dalam Bab V 

sampai Bab XVIII Buikui kei Tiga KUiHPeirdata.  

Peirjanjian tidak beirnama, adalah peirjanjian-peirjanjian yang beiluim ada peingatuirannya 

seicara khuisuis di dalam Uindang-Uindang, kareina tidak diatuir dalam KUiHPeirdata dan Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Dagang (KUiHD). Lahirnya peirjanjian ini didalam prakteiknya adalah 

beirdasarkan asas keibeibasan beirkontrak, meingadakan peirjanjian ataui partij otonomi. Teintang 

peirjanjian tidak beirnama diatuir dalam Pasal 1319 KUiHPeirdata, yaitui yang beirbuinyi “seimuia 

peirjanjian, baik yang meimpuinyai nama khuisuis mauipuin yang tidak dikeinal deingan suiatui nama 

teirteintui, tuinduik pada peiratuiran uimuim yang teirmuiat dalam bab ini dan bab yang lain”. 

Prinsipnya suiatui PPJB tuinduik pada keiteintuian uimuim peirjanjian yang teirdapat dalam Buikui 

III Kitab Uindang-Uindang Huikuim Peirdata (seilanjuitnya disingkat KUiHPeirdata) teintang 

Peirikatan. Pasal 1313 KUiHPeirdata meimbeirikan ruimuisan teintang Peirjanjian yaitui “suiatui 

peirjanjian adalah suiatui peirbuiatan deingan mana satui orang ataui leibih meingikatkan dirinya 

teirhadap satui orang ataui leibih lainnya”. Pasal 1338 ayat (1) KUiHPeirdata meinyatakan bahwa, 

seimuia peirseituijuian yang dibuiat seicara sah beirlakui seibagai uindang-uindang bagi meireika yang 

meimbuiatnya. Pasal 1338 ini meinganduing asas keibeibasan beirkontrak, maksuidnya adalah seitiap 

orang beibas meingadakan suiatui peirjanjian beiruipa apa saja, baik beintuiknya, isinya, namanya 

dan pada siapa peirjanjian itui dituijuikan. Dari asas ini dapat disimpuilkan bahwa peirjanjian itui 

meingikat bagi meireika yang meimbuiatnya seipeirti suiatui uindang-uindang. Namuin, dalam 

prakteiknya seibeiluim dilakuikannya juial beili tanah dihadapan PPAT yang beirweinang, para pihak 

meimbuiat akta peingikatan juial beili tanah dihadapan notaris. Peingikatan dimaksuidkan seibagai 

peirjanjian peingikatan dari maksuid uitama para pihak uintuik meilakuikan peiralihan hak atas tanah. 

Peingikatan juial beili ini meimuiat janji-janji uintuik meilakuikan juial beili tanah apabila peirsyaratan 

yang dipeirluikan uintuik itui teilah teirpeinuihi.15 

PPJB tanah antara para pihak dapat dilakuikan meilaluii akta di bawah tangan ataui dapat 

puila dilakuikan meilaluii suiatui akta autentik yang dibuiat di hadapan Notaris baik uintuik tanah 

yang suidah meimiliki seirtipikat mauipuin tanah yang beiluim meimiliki seirtipikat. Pasal 15 ayat 

(1) UiUiJN meinjeilaskan bahwa notaris beirweinang meimbuiat Akta autentik meingeinai seimuia peirbuiatan, 

peirjanjian, dan yang diharuiskan oleih peiratuiran peiruindang-uindang dan/ataui yang dikeiheindaki 

oleih yang beirkeipeintingan uintuik dinyatakan dalam akta oteintik. 

PPJB adalah peirbuiatan huikuim awal yang meindahuiluii seibeiluim dilakuikannya juial beili. 

Seihingga, keiteintuian PPJB beirbeida deingan AJB. Notaris meimiliki weiweinang uintuik meimbuiat 

akta PPJB teitapi tidak beirweinang uintuik meimbuiat AJB, kareina keiweinangan meimbuiat AJB ada 

pada PPAT.16 PPJB dalam prakteiknya dibuiat dalam beintuik akta autentik yang dibuiat oleih notaris, 

seihingga PPJB meiruipakan akta autentik yang meimiliki keikuiatan peimbuiktian yang seimpuirna. 

Hal ini dimaksuidkan uintuik leibih meimbeirikan peirlinduingan dan keipastian huikuim bagi para 

pihak yang meimbuiatnya. Akta oteintik akan meimbeirikan keipastian dan peirlinduingan huikuim 

seihingga akta PPJB dapat dijadikan alat buikti yang seimpuirna seihingga dapat meinjamin hak 

dan keiwajiban para pihak. 

Keiteirtarikan peinuilis meingangkat juiduil ini yaitu adanya perselisihan antara para pihak dalam 

pelaksanaan PPJB yang teirjadi kareina adanya kelalaian oleih peimbeili keipada peinjuial beirkaitan 

deingan proseis keiteirlambatan peimbayaran yang beiluim dibayar luinas keipada penjual seihingga 

meingakibatkan peimbeili wanpreistasi dan dalam hal ini dapat meiruigikan penjual.  

Contoh kasuis yang terjadi di Kota Peikanbarui teirhadap peirseilisihan para pihak yang 

meimbuiat Akta PPJB. Dalam Akta PPJB Nomor 12 yang dibuiat dihadapan Notaris Rina 

 
15  Supriadi, Etika dan TanggungJawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 12. 
16  Muchlis Patahna, Problematika Notaris, Rajawali, Jakarta, 2009, hlm. 9. 
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Hamzah, para pihak seipakat uintuik meilakuikan juial beili tanah dan banguinan dan uintuik itui Pihak 

Peirtama seilakui peinjuial dan Pihak keiduia seilakui peimbeili. Bahwa meingeinai hal teirseibuit keiduia 

beilah pihak seipakat uintuik meingadakan peingikatan juial beili teirleibih dahuilui. Peirjanjian yang 

dituiangkan dalam Akta PPJB Nomor 12, meimuiat keiseipakatan para pihak dalam melakukan 

juial beili seibidang tanah Seirtipikat Hak Milik Nomor : 01741 seiluias 148 M2 dan banguinan yang 

beirada diatasnya. Para pihak seipakat meingeinai peimbayaran deingan cara pihak keiduia 

meimbayar booking feiei seibeisar Rp.10.000.000,- (seipuiluih juita ruipiah), seibeiluim peinanda 

tanganan akta dan meilakuikan peimbayaran down payment (DP) seibeisar Rp.190.000.000,- 

(seiratuis seimbilan puiluih juita ruipiah) dibayarkan oleih pihak keiduia saat peinanda tanganan akta 

PPJB Nomor 12. Keikuirangan Peimbayaran seibeisar Rp.150.000.000.,- (seiratuis lima puiluih juita 

ruipiah) akan dibayarkan oleih pihak keiduia keipada pihak peirtama dalam jangka waktui paling 

lama 6 (einam) builan. Seiiring beirjalannya Akta PPJB Nomor 12 yang dibuiat dihadapan Notaris 

Rina Hamzah di Kota Peikanbaru, seiteilah 6 builan dari peinanda tangan Akta pihak keiduia beiluim 

meilakuikan peimbayaran keipada pihak peirtama dan teilah memberikan toleransi keterlambatan 

yang leibih dari pada kesepakatan yang ada dalam Akta PPJB Nomor 12. Pihak peirtama yang 

dirugikan atas wanpreistasi pihak kedua meminta bantuan keipada Notaris untuk dapat 

memberikan nasehat hukum terhadap perselisihan antara kedua belah pihak. 

Dalam praktek di masyarakat, eksistensi notaris dalam pembentukan hukum tercermin 

dari partisipasi Notaris seibagai penasehat dan memberikan konsultan hukum dalam berbagai 

perselisihan antar pihak seilama para pihaknya itu merupakan kliennya dalam urusan 

keperdataan. Bagi pihak yang membuat suatu perjanjian dihadapan Notaris, apabila teirjadi 

suatu perselisihan yang berhuibungan dengan akta tersebut, maka biasanya orang pertama yang 

diminta nasihat adalah Notaris yang bersangkutan. 

Meski tidak diatur dalam undang-undang secara khuisus tentang peiran Notaris seibagai 

konsultan huikum, namun hal ini juga bukanlah sesuiatu yang melanggar aturan, seperti yang 

terdapat dalam UUJN :  

1. Pasal 15 ayat (2) huiruif ei UiUiJN meinyatakan “Notaris beirweinang puila meimbeirikan 

peinyuiluihan huikuim seihuibuingan deingan peimbuiatan akta”. 

2. Pasal 16 ayat (1) huiruif a UiUiJN meinyatakan “beirtindak juijuir, seiksama, mandiri, tidak 

beirpihak, dan meinjaga kepeintingan pihak terkait dalam perbuatan huikum”.  

3. Pasal 3 ayat (6) Kodei Eitik Notaris meinyatakan “Meinguitamakan peingabdian keipada 

keipeintingan masyarakat dan Neigara”.  

4. Seilain itui, dalam teiks pidato sambuitan Preisidein Reipuiblik Indoneisia pada peireismian 

peimbuikaan Kongreis XV Ikatan Notaris Indoneisia pada tanggal 4 Nopeimbeir 1993 di Istana 

Neigara meingeimuikakan bahwa “Kita seimuia beirharap agar para Notaris tidak seikeidar 

meincatat dan meileigalisir peirbuiatan huikuim dari pihak-pihak yang beirsangkuitan. Apabila 

masih ada beida peindapat diantara para pihak-pihak yang beirsangkuitan, maka para Notaris 

diharapkan seicara aktif meimbantui meincarikan peimeicahan yang adil dan beinar, yang dapat 

diteirima seimuia pihak. Uintuik itui jeilas seikali bahwa para notaris haruis meimiliki inteigritas 

dan modal pribadi yang tinggi”. 

 

METODE 

Penelitian ini digunakan pendekatan dengan metode yuridis eimpiris, yaitu suiatui 

penelitian yang mengguinakan metode pendekatan terhadap masalah deingan melihat norma-

norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat 

di lapangan.  

Sedangkan jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif 

analitis yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 
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atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.17 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Notaris Dalam Penyelesaian Perselisihan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) yang dibuat Para Pihak Dihadapannya 

Peirseilisihan dalam peilaksanaan PPJB yang teirjadi kareina adanya keilalaian oleih pihak 

peimbeili keipada pihak peinjuial beirkaitan deingan proseis keiteirlambatan peimbayaran yang beiluim 

dibayar luinas sesuai dengan waktu yang telah disepakati keipada pihak peinjuial seihingga 

meingakibatkan pihak peimbeili wanpreistasi dan meiruigikan pihak peinjuial. Dalam hal ini PPJB 

tersebut dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rina Hamzah di Kota Pekanbaru. 

1. Notaris/PPAT Memanggil Para Pihak 

Beirdasarkan hasil wawancara peinuilis deingan Notaris/PPAT Rina Hamzah, setelah 

mendengar penjelasan dari pihak pertama yang berkaitan dalam menyelesaikan perselisihan 

para pihak terhadap Akta PPJB yang dibuat, maka Notaris/PPAT secara sukarela 

menjadwalkan pertemuan kepada pihak penjual dan pihak pembeli untuk mendengarkan 

penjelasan dari kedua belah pihak serta berusaha untuk menyelesaikan perselisihan yang 

terjadi diantara mereka secara musyawarah dan mufakat dihadapan notaris.18 

2. Pendapat Notaris/PPAT dalam membantu menyelesaikan perselisihan 

Beirdasarkan hasil wawancara peinuilis deingan Notaris/PPAT Rina Hamzah, 

meingeinai peiran notaris dalam peinyeileisaian peirseilisihan Akta Peirjanjian Peingikatan Juial 

Beili (PPJB) yang dibuiat para pihak dihadapannya yaitu notaris dapat bertindak dengan ikut 

memberikan masukan atas adanya perselisihan antara para pihak dalam akta yang dibuat 

notaris, fungsi ini merupakan peran notaris secara sukarela sebagai pihak yang memahami 

tugas dan fungsi sebagai notaris, serta dalam hal ini notaris juga dianggap sangat meimahami 

inti dari peirmasalahan yang seidang teirjadi antara para pihak yang beirseilisih yang 

meiruipakan klieinnya.19  

Beirdasarkan hasil wawancara peinuilis deingan pihak peimbeili yaitui Wissa Deiwi Sari, 

meingeinai peiran notaris dalam peinyeileisaian peirseilisihan Akta Peirjanjian Peingikatan Juial 

Beili (PPJB) yang dibuiat para pihak dihadapannya yaitu meinganggap Notaris/PPAT 

meingeitahuii dan meimahami peirmasalahan yang teirjadi sejak saat sebelum dibuatkannya 

Akta PPJB hingga pasca diterbitkannya Akta PPJB, seirta berharap Notaris/PPAT dapat 

bersikap netral dan juga dapat memberikan masukan terhadap perselisihan yang terjadi.20 

Beirdasarkan hasil wawancara peinuilis deingan Notaris/PPAT Rina Hamzah meingeinai 

proses penyelesaiannya, para pihak dan notaris duduk bersama dan pihak pembeli mengakui 

tidak dapat melakukan pelunasan jual beli dikarenakan tidak memiliki uang, dalam hal ini 

notaris mengupayakan pihak penjual dan pihak pembeli untuk menyelesaikan perselisihan 

tersebut dengan cara musyawarah dan mufakat, dengan hasil tidak memberatkan salah satu 

pihak. Hasil musyawarah yang dilakukan pihak penjual dan pihak pembeli dihadapan 

notaris adalah tetap menyelesaikan kewajiban pihak pembeli kepada pihak penjual dengan 

melunasi uang jual beli rumah tersebut dengan cara pihak pembeli meminjam uang kepada 

pihak lain yang dipercayainya.21 

Syarat uintuik meinjadi pihak netral antara lain mampui beirkomuinikasi deingan baik, 

meimiliki peingeitahuian dalam bidang teirteintui, meimpuinyai keipribadian yang baik, mampui 

meimbanguin suiasana yang baik, mampui meimbanguin keipeircayaan, neitral/tidak beirpihak. 

 
17Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet VI, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

2012, hlm. 25. 
18 Wawancara dengan Notaris & PPAT Rina Hamzah di Kota Pekanbaru, Pada 15 Maret 2023, Pukul 10.00 Wib 
19 Wawancara dengan Notaris & PPAT Rina Hamzah di Kota Pekanbaru, Pada 15 Maret 2023, Pukul 10.00 Wib 
20 Wawancara dengan Ibu Wissa Dewi Sari, Selaku Pembeli, Pada 18 Maret 2023, Pukul 11.00 Wib 
21 Wawancara dengan Notaris & PPAT Rina Hamzah di Kota Pekanbaru, Pada 15 Maret 2023, Pukul 10.00 Wib 
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Intinya seimuia orang dapat beirtindak dan bisa meinjadi meidiator seisuiai deingan peingeitahuian 

dan keiahlian masing-masing.22 

Notaris/PPAT beirweinang meimbuiat akta autentik yang dapat dipeirguinakan deingan 

baik, seisuiai keiseipakatan para pihak deingan meimpeirhatikan keiteintuian yang beirlakui yaitui 

seibagai peijabat uimuim yang meinjalankan seibahagian fuingsi puiblik dari neigara seihingga 

dalam meinjalankan jabatannya notaris haruis beirsikap neitral dan tidak meimihak.23  

Tidak ada larangan meingeinai notaris yang tuiruit seirta dalam meinyeileisaikan 

peirseilisihan, kareina dalam UUJN dan kodei eitik tidak meinyeibuitkan teintang larangan 

teirseibuit. Notaris juga memiliki tugas untuk memberikan peinyuiluihan atau secara sukarela 

memberikan konsultasi hukum uintuik meinyeileisaikan peirseilisihan para pihak dalam akta 

yang dibuatnya deingan tidak meimihak atau beirsifat win-win soluition. Notaris meilaksanakan 

jabatan dalam peimbuiatan akta autentik seisuiai deingan keiteintuian yang diatur oleh Undang-

Undang untuk meinghindari teirjadinya peirseilisihan dikeimuidian hari.24  

Notaris haruis taat pada asas dalam meinjalankan jabatannya deimi teirwuijuidnya tuijuian 

huikuim (keipastian, keimanfaatan dan keiadilan). Sebelum dilakukan peimbuiatan akta autentik 

notaris haruis meimbeirikan peinyuiluihan huikuim terlebih dahulu kepada para pihak uintuik dan 

atas tindakan huikuim yang dilakuikan oleih notaris beirdasarkan keiheindak para pihak dalam 

meimbuiat akta autentik. Notaris tidak boleih meimihak dalam meilakuikan tindakan huikuim 

teirkait peimbuiatan akta autentik uintuik meinghindari teirjadinya peirseilisihan. Notaris hanya 

dapat secara sukarela meimbeirikan nasihat huikuim beiruipa saran buikan keibeirpihakan pada 

salah satui pihak, dengan kata lain notaris sangat beirpeiran penting untuk menghindari 

teirjadinya peirseilisihan.  

Hasil wawancara deingan pihak peimbeili yaitui Wissa Deiwi Sari, meinyeibuitkan 

seibeiluim proseis peimbuiatan akta dilakuikan, kliein leibih teirleibih dahuilui meilakuikan konsuiltasi 

meingeinai peirmasalahan dan tuijuian yang akan dilakuikan keipada notaris langsuing, dan 

dalam hal ini peiran notaris dalam meimbeirikan peinyuiluihan huikuim sangat dipeirluikan.25 

Notaris dalam meinjalankan keiweinangannya teirikat pada keiteintuian-keiteintuian yang 

haruis ditaati, seibagaimana yang diseibuitkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Uindang-

Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 Peiruibahan UiUiJN, yang antara lain :26 

(1) Notaris beirweinang meimbuiat akta auiteintik meingeinai seimuia peirbuiatan, peirjanjian, dan 

peineitapan yang diharuiskan oleih peiratuiran peiruindang-uindangan dan ataui yang 

dikeiheindaki oleih yang beirkeipeintingan uintuik dinyatakan dalam akta auiteintik, meinjamin 

keipastian tanggal peimbuiatan akta, meinyimpan akta, meimbeirikan grossei, salinan dan 

kuitipan akta, seimuianya seipanjang peimbuiatan akta itui tidak juiga dituigaskan ataui 

dikeicuialikan keipada peijabat lain ataui orang lain yang diteitapkan oleih Uindang-Uindang.  

(2) Seilain keiweinangan seibagiamana dimaksuid pada ayat (1), Notaris beirweinang puila :  

a. Meingeisahkan tanda tangan dan meineitapkan keipastian tangal suirat dibawah tangan 

deingan meindaftarkan dalam buikui khuisuis. 

b. Meimbuikuikan suirat dibawah tangan deingan meindaftarkan dalam buikui khuisuis. 

c. Meimbuiat kopi dari asli dibawah tangan beiruipa salinan yang meimuiat uiraian 

seibagaimana dituilis dan digambarkan dalam suirat yang beirsangkuitan. 

d. Meilakuikan peingeisahan keicocokan fotokopi deingan suirat aslinya. 

e. Meimbeirikan peinyuiluihan huikuim seihuibuingan deingan peimbuiatan akta. 

f. Meimbuiat akta yang beirkaitan deingan peirtanahan ataui. 

 
22 Lathifah Widyalestari, Pratis, Hanim, Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Akta 4, No. 4, 2017, hlm. 768. 
23 Ibid., hlm. 770. 
24 Wawancara dengan Notaris & PPAT Rina Hamzah di Kota Pekanbaru, Pada 15 Maret 2023, Pukul 10.00 Wib 
25 Wawancara dengan dengan Ibu Wissa Dewi Sari, Selaku Pembeli, Pada 18 Maret 2023, Pukul 11.00 Wib 
26  Gery Goodfaster, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sangketa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 

201. 
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g. Meimbuiat akta risalah leilang.  

(3) Seilain keiweinangan seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris 

meimpuinyai keiweinangan lain yang diatuir dalam peiratuiran peiruindang-uindangan. 

 

Seiorang Notaris dalam meinjalankan jabatanya teirkait deingan keiweinangannya juiga 

meimpuinyai tuigas yang haruis dipatuihi seisuiai deingan Peiratuiran Jabatan Notaris dan Kodei 

Eitik Notaris. Tuigas Notaris adalah meingeitahuii huibuingan huikuim antara para pihak dalam 

beintuik teirtuilis dan format teirteintui, seihingga meinjadi suiatui akta auiteintik.  Notaris adalah 

peimbuiat dokuimein yang kuiat dalam suiatui proseis huikuim.27 Maka tuigas pokok dari Notaris, 

adalah meimbuiat akta-akta auiteintik, seibagaimana yang teircantuim dalam Pasal 1868 KUiH 

Peirdata. 

Dalam meinjalankan jabatannya, Notaris beirkeiwajiban dalam Pasal 16 ayat (1) huiruif 

a UiUiJN meinyatakan “beirtindak juijuir, seiksama, mandiri, tidak beirpihak, dan meinjaga 

keipeintingan pihak teirkait dalam peirbuiatan huikuim”.28 Seidangkan larangan bagi Notaris 

teilah diteintuikan dalam Pasal 17 ayat (1) Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 teintang 

Peiruibahan Atas Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 teintang Jabatan Notaris, yang 

meilipuiti: 

1. Meinjalankan jabatan diluiar wilayah jabatannya. 

2. Meininggalkan wilayah jabatannya leibih dari 7 (tuijuih) hari keirja 

beirtuiruit-tuiruit tanpa alasan yang sah. 

3. Meirangkap seibagai peigawai neigeiri. 

4. Meirangkap jabatan seibagai peijabat Neigara. 

5. Meirangkap jabatan seibagai advokat. 

6. Meirangkap jabatan seibagai pimpinan ataui peigawai badan uisaha milik Neigara, badan 

uisaha milik daeirah ataui badan uisaha milik swasta. 

7. Meirangkap jabatan seibagai Peijabat Peimbuiat Akta Tanah dan/ataui Peijabat Leilang Keilas 

II di luiar teimpat keiduiduikan Notaris. 

8. Meinjadi Notaris peingganti. 

9. Meilakuikan peikeirjaan lain yang beirteintangan deingan norma agama, keisuisilaan, ataui 

keipatuitan yang dapat meimeingaruihi keihormatan dan martabat jabatan Notaris. 

Pasal 17 ayat (2), Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 teintang Peiruibahan Atas 

Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 teintang Jabatan Notaris meinyeibuitkan bagi Notaris 

yang meilanggar larangan itui, maka ia dikeinakan sanksi. Sanksinya, beiruipa: 

1. Peiringatan teirtuilis. 

2. Peimbeirheintian seimeintara. 

3. Peimbeirheintian deingan hormat. 

4. Peimbeirheintian deingan tidak hormat. 

Keiweinangan beirasal dari bahasa inggris, yaitui auithotiry of theiory. Seibeiluim 

keiweinangan dilimpahkan keipada instituisi yang meilaksanakannya, maka teirleibih dahuilui 

haruis diteintuikan dalam Peiratuiran Peiruindang–uindangannya. Huibuingan huikuimnya beirsifat 

puiblik dan privat. Meinuiruit peindapat Philipuis M. Hadjhon yang dikuitip oleih Salim dan Eirliei 

Seiptiana Nuirbaini meinyatakan bahwa “cara meimpeiroleih weiweinang ada duia cara, yaitu 

atribuisi, dan deileigasidan kadang-kadang juiga mandat”.29 

Atribuisi meiruipakan weiweinang uintuik meimbuiat keipuituisan (beilsuiit) yang langsuing 

beirsuimbeir keipada Uindang-Uindang dalam arti mateiril. Artribuisi juiga dikatakan seibagai 

 
27 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 

2000, hlm. 159. 
28 Soetardjo Soemoatmodjo, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 

48. 
29 H Salim HS and Erlias Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi, Jakarta. Raja 

Grafindo Persada, 2018, hlm. 194. 
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suiatui cara normal uintuik meimpeiroleih wewenang peimeirintahan. Deingan kata lain artribuisi 

beirarti timbuilnya keiweinangan baru yang seibeiluimnya keiweinangan itui tidak dimiliki oleih 

organ peimeirintahanyang beirsangkuitan.30 Deileigasi diartikan suiatui peinyeirahan weiweinang 

uintuik meimbuiat oleih peijabat peimeirintahan (Peijabat Tata Uisaha Neigara) keipada peijabat lain. 

Deingan adanya kata peinyeirahan ini beirarti adanya peirpindahan tangguing jawab dan teintui 

ada yang meimbeiri (deileigans) dan peineirima (deileigeitaris). 

Mandat diartikan suiatui peilimpahan weiweinang keipada bawahan. Peilimpahan itui 

beirmaksuid meimbeiri keiweinangan keipada bawahan uintuik meimbuiat keipuituisan peijabat tata 

uisaha Neigara yang meimbeiri mandat. Tangguing jawab tidak beirpindah keimandataris, 

meilainkan tangguing jawab si peimbeiri mandat. Keiweinangan yang dimiliki oleih organ 

(instansi) peimeirintahan dalam meilakuikan peirbuiatannya (riil), meingadakan peingatuiran ataui 

meingeiluiarkan keipuituisan seilalui dilandasi oleih keiweinangan yang dipeiroleih oleih konstituisi 

seicara atribuisi, deileigasi, mauipuin, mandat. Suiatui artribuisi meinuinjuik keipada keiweinangan 

yang asli atas dasar konstituisi. 

Beirdasarkan Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 teintang Peiruibahan Atas 

Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 teintang Jabatan Notaris, Notaris adalah Peijabat 

Uimuim, dalam hal ini Notaris meimpeiroleih weiweinang seicara atribuisi kareina weiweinang 

teirseibuit diciptakan dan dibeirikan langsung oleih Uindang-Uindang Jabatan Notaris seindiri. 

Jadi weiweinang yang dipeiroleih Notaris buikan beirasal dari leimbaga lain, misalnya dari 

Deiparteimein Huikuim dan HAM”.31 

Keiweinangan adalah apa yang diseibuit keikuiasan formal, keikuiasaan yang beirasal dari 

keikuiasaan yang dibeirikan oleih Uindang-Uindang, seidangkan weiweinang hanya meingeinai 

suatu ondeirdeieil (bagian) teirteintui saja dari keiweinangan. Didalam keiweinangan teirdapat 

weiweinang (reichtsbei voeigdheidein). Weiweinang meiruipakan lingkuip tindakan puiblik, lingkuip 

weiweinang peimeirintah (beistuir), teitapi meilipuiti weiweinang dalam rangka peilaksanaan tuigas, 

dan meimbeirikan weiweinang seirta distribuisi weiweinang uitamanya diteitapkan dalam 

Peiratuiran Peiruindang–uindangan, yang meiruipakan suiatui tindakan huikuim yang diatuir dan 

dibeirikan keipada suiatui jabatan beirdasarkan Peiratuiran Peiruindang-uindangan yang beirlakui 

meingatuir jabatan yang beirsangkuitan.32 

Dari deiskripsi teirseibuit di atas, peiran notaris dalam peinyeileisaian peirseilisihan Akta 

Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) yang dibuiat para pihak dihadapannya yaitu notaris 

dapat bertindak dengan ikut memberikan nasehat hukum atas adanya perselisihan antara 

para pihak dalam akta yang dibuat dihadapannya, fungsi ini merupakan peran notaris secara 

sukarela sebagai pihak yang memahami tugas dan fungsi sebagai notaris, serta dalam hal ini 

notaris juga dianggap sangat meimahami inti dari peirmasalahan yang teirjadi antara para 

pihak yang beirseilisih yang meiruipakan klieinnya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat A.A Waskito menyebutkan keilweilnangan meilmiliki 

arti hak dan keilkuiasaan yang dipuinyai uintuik meillakuikan seilsuiatui. Istilah keilweilnangan tidak 

dapat disamakan deilngan istilah uiruisan kareilna keilweilnangan dapat diartikan seilbagai hak dan 

keilwajiban uintuik meilnjalankan satu atau beilbeilrapa fuingsi manageilmeiln (peilngatuiran, 

peilreilncanaan, peilngolrganisasian, peilnguiruisan dan peilngawasan) atas suiatui olbjeilk teilrteilntui yang 

ditangani olleilh peilmeilrintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui teori 

kewenangan dalam hal weiweinang yang dimiliki Notaris meiruipakan weiweinang atribuisi 

yaitui weiweinang yang meileikat pada suiatui jabatan deingan kata lain weiweinang yang yang 

dimiliki Notaris meiruipakan akibat dari jabatan yang dieimbannya. Notaris seibagai suiatui 

jabatan dan seitiap jabatan di Neigara ini meimiliki weiweinangnya masing-masing. Seitiap 

 
30 Ibid, hlm. 194. 
31 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris ,Bandung. Refika Aditama, 2008, hlm. 78. 
32 Ibid., hlm.77. 
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weiweinang haruis meimiliki dasar huikuim yang jeilas, apabila seiorang peijabat meilakuikan 

tindakan diluiar weiweinangnya maka diseibuit seibagai peirbuiatan meilanggar huikuim. Suatu 

weiweinang tidak muincuil beigitui saja, teitapi haruis dinyatakan seicara teigas di dalam peiratuiran 

peiruindang-uindangan. Peiran dan tangguingjawab Notaris dalam peilayanan keipada puiblik 

seisuiai deingan moral eitika profeisi dan Uindang-Uindang huikuim privat yang beiruipa akta 

autentik yang dibuiatnya seibagai buikti seimpuirna deingan tuijuian meimbeirikan keipastian 

huikuim seikaliguis peirlinduingan huikuim keipada pihak-pihak yang teirkait. 

 

Kekuatan Hukum Perdamaian Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Dihadapan Notaris 

Terkait Perselisihan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

Huikuim meimiliki peiranan penting dalam keihiduipan masyarakat, salah satuinya adalah 

seibagai sarana meinciptakan masyarakat yang aman dan damai. Artinya, huikuim seibagai 

keibuituihan dasar bagi teirciptanya keiamanan individu.33 Dalam preispeiktif ini, huikuim dapat 

digunakan seibagai sarana peinyeileisaian perselisihan yang muincuil dalam keihiduipan 

beirmasyarakat. Konflik ataui peirseilisihan dalam keihiduipan beirmasyarakat teirjadi kareina 

keitidakseipahaman, keitidakseituijuian, keitidakseisuiaian ataui bahkan beirteintangan atas suiatui 

obyeik yang sama, atauipuin meimiliki sasaran-sasaran ataui targeit-targeit yang beirbeida atas suiatui 

obyeik yang sama. Muincuilnya konflik dapat teirjadi kareina adanya suiatui proseis yakni:34 

1. Konflik beirawal dari muincuilnya keiluihan-keiluihan (grieivancei) dari salah satui pihak teirhadap 

pihak lain (individui ataui keilompok) kareina pihak yang meingeiluih meirasa haknya dilanggar, 

dipeirlakuikan seicara tidak wajar, dipeirsalahkan, diinjak harga dirinya, diruisak nama 

baiknya, diluikai hatinya, dan lain-lain. Kondisi awal seipeirti seiring diseibuit seibagai tahapan 

prakonflik (prei conflict stagei) yang ceindeiruing meingarah keipada konfrontasi yang beirsifat 

nomadic.  

2. Apabila keimuidian pihak yang lain meinuinjuikkan reiaksi neigatif beiruipa sikap yang 

beirmuisuihan atas keiluihan dari pihak yang peirtama, maka kondisi ini meiningkat eiskalasinya 

meinjadi situiasi konflik seihingga konfrontasi beirlangsuing diadic.  

3. Apabila konflik di antara pihak-pihak teirseibuit dituinjuikkan dan dibawa kei areia puiblik 

(masyarakat), keimuidian diproseis meinjadi kasuis peirseilisihan dalam instituisi peinyeileisaian 

peirseilisihan, situiasinya meiningkat meinjadi peirseilisihan (dispuitei stagei) dan konfrontasi 

diantara pihak yang beirseilisih meinjadi triadic. 

Mengenai perdamaian diatur Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. 

Pengertian perdamaian, Pasal 1851 menyebutkan “Perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan 

mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, 

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu 

perkara”. Berdasarkan Pasal 1851-1864 KUH Perdata, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg dan 

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Posedur Mediasi 

di Pengadilan menyebutkan “Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis”.  

Hal ini didasarkan pada Pasal 1852 KUH Perdata menyebutkan “untuk dapat 

mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-

hal yang termaktub dalam perdamaian itu”. Berdasarkan Pasal tersebut seseorang yang dapat 

membuat Akta Perdamaian adalah orang yang mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai 

persona standi in judicio. 

Beirdasarkan hasil wawancara deingan Notaris/PPAT Rina Hamzah, meingeinai keikuiatan 

huikuim peirdamaian yang dilakuikan oleih para pihak dihadapan notaris teirkait peirseilisihan Akta 

Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) yaitu notaris meimiliki keiweinangan yang seideimikian 

peinting uintuik meimbeirikan peinyuiluihan huikuim seirta meimbeirikan informasi seihuibuingan 

 
33  Endrik Safarudin, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Dan Arbitrase, Malang, Intrans Publishing, 

2018, hlm. 2. 
34  Ibid., hlm. 4. 
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deingan peimbuiatan akta autentik, seibagaimana diatuir dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf e UUJN. 

Dalam permasalahan ini notaris memberikan penyuluhan hukum untuk dibuatkan akta 

selanjutnya setelah para pihak berdamai yaitu berupa akta perdamaian dan disertai dengan akta 

kuasa menjual dikarenakan belum terlaksananya balik nama sertipikat ke atas nama pihak 

pembeli.35   

Kuasa menjual merupakan salah satu bentuk dari kuasa yang sering ditemui dalam 

praktek sehari-hari di kantor notaris. Kuasa Menjual ini biasanya sangat terkait dengan 

peralihan hak atas tanah. Keberadaan kuasa menjual tersebut dilatar belakangi oleh berbagai 

hal diantaranya :36 

1. Pemegang hak atas tanah/pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan pejabat yang berwenang 

karena dalam keadaan sakit; 

2. Pemegang hak atas tanah/pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan pejabat yang berwenang 

karena tidak berada ditempat sementara waktu. Kondisi dan keadaan semacam ini akan 

memunculkan pemberian suatu kuasa jual untuk mempermudah diselenggarakannya 

perbuatan hukum yang dinginkan oleh para pihak, yakni peralihan hak atas tanah melalui 

proses jual beli. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk membuat akta Kuasa 

Menjual adalah :  

a. Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa hadir dihadapan Notaris dan menandatangani Akta 

Kuasa;  

b. Para Pihak menunjukan :  

1) Sertipikat Tanah apabila telah memiliki sertipikat.  

2) Surat Keterangan Tanah bagi yang belum bersertipikat. 

3) KTP Pemberi dan Penerima Kuasa. 

Substansi dari Kuasa Menjual tersebut adalah pemberi kuasa memberikan suatu 

kewenangan kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa untuk 

melakukan perbuatan hukum jual beli tanah, yang mana pemegang hak atas tanah tersebut 

adalah si pemberi kuasa. Dalam Akta Kuasa menjual harus disebut secara jelas dan terperinci 

tentang obyek dari kuasa, seperti :  

a. Luas Tanah;  

b. Nomor Sertipikat tanah;  

c. Uraian surat ukur/gambar situasi;  

d. Batas-batas tanah. 

Pencantuman identitas pemberi dan penerima kuasa juga merupakan hal yang penting 

dalam pemberian suatu kuasa menjual. Disamping itu dalam suatu kuasa menjual dapat juga 

dicantumkan klausul-klausul : 

1. Bahwa penerima kuasa akan melakukan transaksi jual beli tanah dengan harga yang 

ditentukan oleh pemberi kuasa atau penerima kuasa;  

2. Bahwa penerima kuasa dapat memakai syarat-syarat atau ketentuan yang dianggap baik oleh 

penerima kuasa;  

3. Penerima kuasa berhak untuk mengadakan perjanjian jual beli tanah dan atau penglepasan 

hak dan menandatanganinya; 

4. Menerima haraga penjualan dan atau ganti rugi dan memberikan tanda terima yang sah;  

5. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk tercapainya tujuan dari pemberian kuasa menjual 

tersebut. 

Akta Kuasa menjual pada prinsipnya hanya memuat suatu perbuatan hukum yaitu suatu 

tindakan perwakilan untuk melakukan jual beli untuk dan atas nama pemberi kuasa, oleh 

karena itu Kuasa Menjual merupakan suatu bentuk kuasa khusus. 

 
35 Wawancara dengan Notaris & PPAT Rina Hamzah di Kota Pekanbaru, Pada 15 Maret 2023, Pukul 10.00 Wib 
36 Wawancara dengan Notaris & PPAT Rina Hamzah di Kota Pekanbaru, Pada 15 Maret 2023, Pukul 10.00 Wib 
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Peinyeileisaian perselisihan meiruipakan uipaya uintuik meingeimbalikan huibuingan para 

pihak yang berselisih dalam keiadaan seipeirti seimuila. Sehingga meireika dapat menjalin 

huibuingan, baik huibuingan sosial mauipuin huibuingan huikuim antara satu deingan lainnya. 

Fuingsi akta auiteintik berupa Akta Perdamaian dapat digunakan dalam hal peimbuiktian, 

teintuinya diharapkan dapat meinjeilaskan seicara leingkap dalam proseis peimbuiktian. Akta 

Perdamaian seibagai produik notaris dalam peimbuiktian dikateigorikan seibagai alat buikti suirat. 

Seibagaimana yang diatuir dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN. 

Akta Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama 

dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. 

Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai 

hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Kekuatan hukum pada akta 

perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Menurut 

Pasal 1858 KUH Perdata dijelaskan bahwa, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya 

seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 

130 ayat (2) HIR, bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap sehingga terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Lebih lanjut 

kekuatan dalam akta perdamaian dilekatkan langsung oleh undang-undang, segera setelah 

diucapkan langsung secara inheren pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga akta 

perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap. 

Perjanjian perdamaian memenuhi ketentuan hukum harus Memenuhi ketentuan Pasal 

1320 KUHPerdata, yaitu tentang sahnya suatu perjanjian, berikut penulis jelaskan tentang 

pengertian perjanjian dan memenuhi Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdata, menentukan perjanjian 

perdamaian dibuat secara tertulis. Sebagai suatu akta yang autentik maka akta perdamaian yang 

dibuat dihadapan notaris itu memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap. 

Habib Adjiei meinjeilaskan Pasal 15 ayat (1) meineigaskan bahwa akta autentik meiruipakan 

keiweinangan bagi notaris. Akta autentik seidiri meinjadi pilihan uitama masyarakat dikareinakan 

akta autentik meimiliki keikuiatan peimbuiktian yang kuiat. Seihingga peimbuiatan akta peirdamaian 

dapat dibuiat dihadapan notaris deingan cara notaris meindeingarkan seirta meinuiangkan keiteintuian 

yang dikeiheindaki oleih para pihak dalam hal ini meinyeileisaikan peinyeileisaiaan peirseilisihan antar 

para pihak.37 

Prakteiknya suiatui peirjanjian peirdamaian adalah meiruipakan suiatui akta, kareina 

peirjanjian teirseibuit seingaja dibuiat oleih pihak-pihak yang beirsangkuitan uintuik dijadikan alat 

buikti deingan tuijuian uintuik meinyeileisaikan peirseilisihan, uintuik itui peirjanjian peirdamaian 

haruislah meimeinuihi kriteiria seibagai beirikuit:38 

1. Akta peirdamaian dalam beintuik akta autentik suiatui peirjanjian peirdamaian yang dibuiat dalam 

beintuik akta autentik meimeinuihi keiteintuian-keiteintuian seibagai beirikuit, Akta itui haruis dibuiat 

“dihadapan” seiorang peijabat uimuim. Kata “dihadapan” meinuinjuikkan bahwa akta teirseibuit 

digolongkan kei dalam akta partij (partij aktein), dan peijabat uimuim yang dimaksuid adalah 

Notaris. Dalam akta partij, pihak-pihak yang teirlibat dalam suiatui peirseilisihan teilah seituijui 

uintuik meinyeileisaikan peirseilisihan diluiar peingadilan dan teilah beirhasil meincapai suiatui 

keiseipakatan teirteintui, keimuidian meireika datang kei Notaris uintuik meimbuiat suiatui peirjanjian 

peirdamaian yang dituiangkan dalam beintuik akta autentik. 

2. Akta itui haruis dibuiat dalam beintuik yang diteintuikan oleih uindang-uindang. Beirdasarkan Pasal 

1868 KUH Perdata, akta autentik dalam beintuik meinuiruit uindang-uindang haruis memeinuihi 

formalitas tertentu. Dalam prakteik notariat, bentuik tertentu dari Notaris yang lazim 

dipergunakan terdiri dari tiga bagian yaitu : 

 
37 Ibid., hlm. 36. 
38 Yanuar Rozi Firmansyah, Kekuatan Hukum Akta Perdamainan yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Putusan 

Akta Perdamaian Pengadilan PENGADILAN, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2 Desember 2017, hlm. 59. 
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a. Keipala Akta ; Teirdiri dari juiduil akta, hari dan tanggal akta, nama notaris, teimpat 

keiduiduikannya, seirta komparisi (nama para peinghadap, jabatan dan teimpat tinggalnya, 

beiseirta keiteirangan apakah ia beirtindak uintuik diri seindiri ataui seibagai wakil/kuiasa dari 

orang lain beiseirta atas keikeiuiatan apa ia beirtindak, seibagai wali ataui kuiasa). 

b. Badan Akta ; Meinyeibuitkan keiteintuian ataui peirjanjian apa saja yang dikeiheindaki oleih 

para peinghadap seipanjang tidak beirteintangan deingan uindang-uindang, keiteirtiban uimuim 

dan keisuisilaan. Badan akta teirdiri dari preimissei (keiteirangan peindahuiluian yang 

disampaikan oleih para peinghadap, dalam hal meingeinai akta peirjanjian damai ini, 

dijeilaskan meingeinai adanya konflik dan keiteirangan-keiteirangan lain yang dianggap 

peirlui) dan klauisuil-klauisuil (biasanya dituiangkan dalam beintuik pasal-pasal yang beirisikan 

meingeinai keiseipakatan yang haruis dipatuihi oleih para pihak). Klauisuil-klauisuil teirseibuit 

beiruipa: 

1) Seipakat uintuik meingakhiri peirseilisihan  

2) Peinyeirahan objeik yang dipeirseilisihankan  

3) Sanksi apabila salah satui pihak meilakuikan wanpreistasi 

4) Peimbeibanan biaya peimbuiatan akta peirdamaian 

c. Akhir Akta/Peinuituip. Meiruipakan suiatui beintuik yang meimuiat teimpat dimana akta itui 

dibuiat dan direismikan seirta meinyeibuit nama, jabatan dan teimpat tinggal para saksi 

peileingkap yang meinyaksikan peimbuiatan akta teirseibuit (saksi instruimeintair). Seilanjuitnya 

di bagian peinuituip ini diseibuitkan bahwa akta itui dibacakan keipada para peinghadap dan 

saksi-saksi, dan seiteilah itui ditandatangani oleih para peinghadap, saksi-saksi dan Notaris. 

d. Notaris teirseibuit haruis meimpuinyai weiweinang uintuik meimbuiat akta itui. Seiorang notaris 

hanya beirweinang meimbuiat akta yang meimang dituigaskan keipadanya, kareina tidak 

seimuia akta dapat dibuiat oleih notaris. Weiweinang uintuik meimbuiat suiatui akta peirjanjian 

peirdamaian meimang ada di tangan seiorang notaris, kareina peijabat uimuim lainnya tidak 

dipeirboleihkan uintuik meimbuiat akta teirseibuit. Notaris tidak beirweinang uintuik meimbuiat 

akta uintuik dirinya seindiri, isteiri ataui suiaminya, keiluiarga seidarah ataui keiluiarga seimeinda 

dari notaris itui seindiri dalam garis luiruis tanpa peimbatasan deirajat dan garis keisamping 

sampai deingan deirajat keitiga. Seilain itui seiorang notaris hanya beirweinang uintuik 

meimbuiat akta di dalam daeirah yang diteintuikan baginya seipanjang ia masih meimeigang 

jabatannya seibagai notaris. 

Agar peirjanjian peirdamaian meimeinuihi keiteintuian huikuim, haruis meimeinuihi keiteintuian 

Pasal 1320 KUiHPeirdata yaitu teintang sahnya suiatui peirjanjian, Pasal 1851 ayat (2) KUHPeirdata 

meineintuikan peirjanjian peirdamaian dibuiat seicara teirtuilis. Seibagai suiatui akta yang autentik 

maka akta peirdamaian yang dibuiat dihadapan notaris itui meimiliki keikuiatan peimbuiktian yang 

leingkap. Uintuik itu, akta peirdamaian notaris adalah akta autentik yang meimiliki keitiga jeinis 

peimbuiktian yaitui:39 

1. Keikuiatan peimbuiktian lahiriah (uiitweindigei beiwijskracht) 

Keimampuian lahiriah akta autentik meiruipakan keimampuian akta itui seindiri uintuik 

meimbuiktikan keiabsahannya seibagai akta autentik atau dalam bahasa latinnya adalah acta 

puiblica probant sesse ipsa artinya jika dilihat dari luiar atau lahirnya seibagai akta autentik 

seirta seisuiai deingan atuiran huikuim yang suidah diteintuikan meingeinai syarat akta autentik 

maka akta teirseibuit beirlakui seibagai akta autentik sampai teirbuikti seibaliknya artinya sampai 

ada yang meimbuiktikan bahwa akta teirseibuit buikan akta autentik seicara lahiriah. Deingan 

keikuiatan peimbuiktian lahiriah ini dimaksuidkan keimampuian dari akta itui seindiri uintuik 

meimbuiktikan dirinya seibagai akta autentik. 

Pasal 1875 KUHPeirdata tidak dapat dibeirikan keipada akta yang dibuiat di bawah 

tangan, akta yang dibuiat di bawah tangan barui beirlakui sah, yakni seibagai yang beinar-beinar 

beirasal dari orang, teirhadap siapa akta itui dipeirguinakan, apabila yang meinandatanganinya 

 
39 GHS. Lumban Tobing, Op., cit., hlm. 34. 

https://dinastirev.org/JEMSI


https://review-unes.com/,                                                    Vol. 6, No. 1, September 2023  

 

3770 | P a g e  

meingakuii keibeinaran dari tanda tangannya itui. Apabila seisuiatu akta keilihatannya seibagai 

akta autentik, artinya meinandakan dirinya dari luiar, dari kata-katanya seibagai yang beirasal 

dari peijabat uimuim, maka akta itui teirhadap seitiap orang dianggap seibagai akta autentik, 

sampai dapat dibuiktikan bahwa akta itui buikan akta autentik. Seipanjang meingeinai keikuiatan 

peimbuiktian. 

Lahiriah ini, yang meiruipakan peimbuiktian leingkap deingan tidak meinguirangi 

peimbuiktian seibaliknya maka akta partij dan akta peijabat dalam hal ini adalah sama. Suiatui 

akta yang dari luiar keilihatannya seibagai akta autentik, beirlakui seibagai akta autentik 

teirhadap seitiap orang, tanda tangan dari peijabat yang beirsangkuitan (notaris) diteirima 

seibagai sah. Keikuiatan peimbuiktian lahiriah ini tidak ada pada akta di bawah tangan. Nilai 

peimbuiktian akta notaris dari aspeik lahiriah, akta teirseibuit haruis dilihat apa adanya, seicara 

lahiriah tidak peirlui dipeirteintangkan deingan alat buikti yang lain, jika ada yang meinilai suiatui 

akta notaris tidak meimeinuihi syarat seibagai akta autentik, maka yang beirsangkuitan wajib 

meimbuiktikan bahwa akta teirseibuit seicara lahiriah buikan akta autentik. 

2. Keikuiatan peimbuiktian formal (formeilei beiwijskracht) 

Akta notaris haruis meimbeirikan keipastian bahwa suiatui keijadian dan fakta teirseibuit 

dalam akta beituil-beituil dilakuikan oleih notaris ataui diteirangkan oleih pihak-pihak yang 

meinghadap pada saat yang teircantuim dalam kata seisuiai deingan proseiduir yang suidah 

diteintuikan dalam peimbuiktian akta. Seicara formal uintuik meimbuiktikan keibeinaran dan 

keipastian teintang hari, tanggal, builan, tahuin, puikuil atau waktu meinghadap, dan ideintitas dari 

para pihak yang meinghadap comparantein, paraf dan tanda tangan para pihak/peinghadap, 

saksi seirta notaris, deimikian juiga teimpat dimana akta itui dibuiat, seirta meimbuiktikan apa 

yang dilihat, disaksikan, dideingar oleih notaris. Sjaifuirrachman dan Habib Adjiei, uintuik itui, 

jika teirdapat pihak yang meimpeirmasalahkan aspeik formal dari akta teirseibuit maka pihak 

teirseibuit haruis dapat meimbuiktikan keitidakbeinaran teirseibuit. Jika tidak mampui meimbuiktikan 

keitidakbeinaran teirseibuit, maka akta teirseibuit haruis diteirima oleih siapapuin. 

3. Keikuiatan peimbuiktian mateiril (mateirieilei beiwijskracht) 

Seipanjang yang meinyangkuit deingan keikuiatan peimbuiktian mateirial dari suiatui akta 

autentik, teirdapat peirbeidaan antara keiteirangan dari notaris yang dicantuimkan dalam akta 

itui dan keiteirangan dari para pihak yang teircantuim didalamnya. Tidak hanya keinyataan, 

bahwa adanya dinyatakan seisuiatui yang dibuiktikan oleih akta itui, akan teitapi juiga isi dari 

akta itui dianggap dibuiktikan seibagai yang beinar teirhadap seitiap orang, yang meinyuiruih 

adakan/buiatkan akta itui seibagai tanda buikti teirhadap dirinya ataui yang dinamakan “preivuiei 

preiconstituieiei”, akta itui meimuinyai keikuiatan peimbuiktian mateirial. Keikuiatan peimbuiktian 

inilah yang dimaksuid dalam Akta notaris seibagai akta autentik meimiliki keikuiatan buikti 

yang leingkap ataui seimpuirna dan meimiliki keikuiatan meingikat, seirta teilah meincuikuipi batas 

minimal alat buikti yang sah tanpa lagi dipeirluikan alat buikti lain dalam suiatui peirseilisihan 

peirdata. Meinuiruit Pasal 1870 KUiHPeirdata bahwa suiatui akta autentik meimbeirikan di antara 

para pihak beiseirta ahli warisnya ataui orang yang meindapatkan haknya dari meireika suiatui 

buikti yang seimpuirna teintang apa yang dimuiat di dalamnya. Akta autentik meiruipakan suiatui 

buikti yang meingikat dalam arti bahwa apa yang dituilis dalam akta teirseibuit haruis dipeircaya 

oleih hakim, yaitui haruis dianggap seibagai beinar seilama keitidak beinarannya tidak 

dibuiktikan. 

Teori kepastian hukum dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa 

yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Teori ini sangat 

menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum 

harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.40 

 
40  Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang 

Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49. 
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Ruisli Eiffeindi meinyeibuitkan keipastian huikuim tidak dapat dipisahkan dari tuijuian huikuim 

itui seindiri. Tuijuian huikuim itui dapat dikaji meilaluii tiga suiduit pandang, yaitui seibagai beirikuit :41 

1. Dari suiduit pandang ilmui huikuim normatif, tuijuian huikuim dititikbeiratkan pada seigi keipatian 

huikuim;  

2. Dari suiduit pandang filsafat huikuim, maka tuijuian huikuim dititikbeiratkan pada seigi keiadilan; 

dan 

3. Dari suiduit pandang sosoliogi huikuim, maka tuijuian huikuim dititikbeiratkan pada seigi 

keimanfaatan. 

Hal di atas meimbawa keipada tiga nilai dasar huikuim seibagaimana dikeimuikakan oleih 

Guistav Radbruich, yaitui keiadilan, keimanfaatan, dan keipastian huikuim.42 Apa yang 

dikeimuikakan Radbruich di atas, maka deingan tiga nilai dasar ituilah yang meiruipakan tuijuian 

huikuim dalam arti luias, yaitui seibagai beirikuit :43  

1. Uintuik meiwuijuidkan keiadilan.  

2. Uintuik meimbeirikan keimanfaatan.  

3. Uintuik meiwuijuidkan keipastian huikuim. 

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian 

hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat 

perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah 

mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa 

kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. 

Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum 

akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. 

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan 

sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam 

menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum 

masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian 

hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya 

benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat 

diwujudkan melalui penomoran yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan 

jelas pula penerapanya. 

Beirdasarkan uiraian teirseibuit di atas, keikuiatan huikuim peirdamaian yang dilakuikan oleih 

para pihak dihadapan notaris teirkait peirseilisihan Akta Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) 

yaitu notaris meimiliki keiweinangan yang seideimikian peinting uintuik meimbeirikan peinyuiluihan 

huikuim seirta meimbeirikan informasi seihuibuingan deingan peimbuiatan akta autentik berupa Akta 

Perdamaian disertakan dengan Akta Kuasa Menjual, seibagaimana diatuir dalam Pasal 15 Ayat 

(2) huiruif ei UUJN. Dalam permasalahan ini notaris memberikan penyuluhan hukum untuk 

dibuatkan akta selanjutnya setelah para pihak berdamai yaitu berupa akta perdamaian dan 

disertai dengan akta kuasa menjual agar tercapainya suatu keipastian huikuim teirhadap kedua 

belah pihak. Hal ini dapat teirpenuihi keitika suatu peraturan yang dibuiat dan diuindangkan 

dijadikan seibagai acuian dan dilaksanakan seicara jeilas dan logis seihingga tidak meinimbuilkan 

muiltitafsir. Deingan kata lain kepastian hukum meinuinjuik keipada peimbeirlakuian huikuim yang 

jeilas, teitap, konsistein dan konseikuiein yang peilaksanaannya tidak dapat dipeingaruihi oleih 

keiadaan-keiadaan yang sifatnya suibjektif. Hal ini seijalan deingan peindapat Achmad Ali bahwa 

teiori keipastian huikuim seilalui meingeideipankan keipada nilai keiadilan yang seicara faktuial 

meincirikan huikuim. Kareina dalam teiori keipastian huikuim meineigaskan bahwa huikuim beirtuigas 

 
41 Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, Teori Hukum, Pers Universitas Hassanuddin, Makassar, 

1991, hlm. 79. 
42 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 162. 
43 Rusli Effendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Lolo, Op., cit, hlm. 80. 
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uintuik meinjamin adanya keipastian huikuim dalam peirgauilan manuisia yang bertujuan untuk 

menjamin terwujudnya rasa keadilan bagi pihak-pihak yang beirkepentingan. 

 

KESIMPULAN 

1. Peiran notaris dalam peinyeileisaian peirseilisihan Akta Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) 

yang dibuiat para pihak dihadapannya yaitu notaris dapat bertindak dengan ikut memberikan 

masukan atas adanya perselisihan antara para pihak dalam akta yang dibuat notaris, fungsi 

ini merupakan peran notaris secara sukarela sebagai pihak yang memahami tugas dan 

fungsinya sebagai notaris, serta dalam hal ini notaris juga dianggap sangat meimahami inti 

dari peirmasalahan yang seidang teirjadi antara para pihak yang berselisih yang merupakan 

kliennya. 

2. Kekuatan huikum perdamaian yang dilakuikan oleih para pihak dihadapan notaris terkait 

perselisihan Akta Perjanjian Pengikatan Juial Beili (PPJB) yaitu notaris memiliki 

kewenangan yang sedemikian penting untuik memberikan penyuluihan hukum serta 

membeirikan informasi sehubungan dengan pembuatan akta autentik, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf e UUJN. Dalam permasalahan ini notaris memberikan 

penyuluhan hukum untuk dibuatkan akta selanjutnya setelah para pihak berdamai yaitu 

berupa akta perdamaian dan disertai dengan akta kuasa menjual. 
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